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ABSTRAK 

Eksistensi perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar 

dalam menyelaraskan mandat konstitusi dengan implementasi kebijakan di tingkat 

daerah. Fakta empiris menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum telah 

tersedia, sinkronisasi sistem pemenuhan hak anak yang terintegrasi seringkali 

terhambat oleh kompleksitas birokrasi dan koordinasi lintas sektor. Meskipun 

penelitian sebelumnya telah banyak membahas kebijakan Kabupaten/Kota Layak 

Anak (KLA), masih ditemukan kekosongan analisis mengenai mekanisme evaluasi 

kebijakan yang dilakukan secara spesifik pada unit pemerintah pusat, khususnya 

KemenPPPA. Studi ini berupaya mengeksplorasi proses evaluasi kebijakan KLA 

melalui tinjauan indikator relevansi, dampak, efektivitas, efisiensi, dan ekonomi 

produktif di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KemenPPPA). Melalui metode kualitatif berbasis observasi lapangan dan 

wawancara mendalam pada unit Deputi Perlindungan Khusus Anak, penelitian ini 

menggali proses  dari verifikasi administrasi hingga verifikasi lapangan hybrid 

(VLH). Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas evaluasi KLA 2025 

sangat bergantung pada integrasi data kuantitatif dan kualitatif terhadap 24 

indikator dalam 5 klaster hak anak untuk menjamin akuntabilitas pemerintah 

daerah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan refleksi kritis bagi 

pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih adaptif 

dan komprehensif. 

 

Kata Kunci: Kabupaten/Kota Layak Anak, Evaluasi Kebijakan, Pelindungan 

Anak. 

 

ABSTRACT 

The existence of child protection in Indonesia still faces major challenges in 

harmonizing constitutional mandates with policy implementation at the regional 

level. Empirical evidence shows that although legal instruments are available, the 

synchronization of integrated child rights fulfillment systems is often hampered by 

bureaucratic complexity and cross-sectoral coordination. Although previous 

studies have extensively discussed Child Friendly District/City (KLA) policies, 

there is still a lack of analysis on policy evaluation mechanisms specifically carried 
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out by central government units, particularly the Ministry of Women's 

Empowerment and Child Protection (KemenPPPA). This study seeks to explore the 

KLA policy evaluation process through a review of indicators of relevance, impact, 

effectiveness, efficiency, and productive economy at the Ministry of Women's 

Empowerment and Child Protection (KemenPPPA). Using a qualitative method 

based on field observations and in-depth interviews at the Deputy for Special Child 

Protection unit, this study explores the process from administrative verification to 

hybrid field verification (VLH). The findings show that the effectiveness of the 2025 

KLA evaluation is highly dependent on the integration of quantitative and 

qualitative data on 24 indicators in 5 clusters of children's rights to ensure local 

government accountability. The implications of this research are expected to 

provide critical reflection for policymakers in strengthening a more adaptive and 

comprehensive child protection system. 

 

Keywords: Child-Friendly Districts/Cities, Policy Evaluation, Child Protection. 

 

PENDAHULUAN 

Anak merupakan kelompok 

rentan yang memiliki hak fundamental 

atas penghidupan, perlindungan, dan 

pemenuhan hak oleh negara (Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia, 2022). 

Implementasi perlindungan anak di 

tingkat nasional diperkuat melalui 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang menekankan 

bahwa negara, pemerintah pusat, dan 

pemerintah daerah berkewajiban 

menghormati serta memenuhi hak anak 

tanpa diskriminasi dalam bentuk apa 

pun.  

Salah satu inisiatif strategis yang 

dikembangkan oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KemenPPPA) 

untuk menerjemahkan komitmen 

tersebut adalah kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). 

Sejak digagas pada tahun 2006 dan 

diperkuat melalui Peraturan Presiden 

Nomor 25 Tahun 2021, KLA dirancang 

sebagai sistem pembangunan yang 

mengintegrasikan hak anak ke dalam 

kebijakan, program, dan kegiatan secara 

terencana, menyeluruh, dan 

berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas 

sektoral, kebijakan ini bertujuan 

mewujudkan visi Indonesia Layak Anak 

(IDOLA) 2030 sebagai kontribusi nyata 

terhadap gerakan dunia layak anak 

(world fit for children). 

Penyelenggaraan KLA sendiri 

meliputi lima tahapan strategis, yakni 

perencanaan, pra-KLA, pelaksanaan, 

evaluasi, hingga penetapan peringkat. 

Di antara tahapan tersebut, proses 

evaluasi memegang peran krusial 

sebagai instrumen pengukur 

keberhasilan kebijakan serta sarana 

perumusan rekomendasi perbaikan. 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis 

mekanisme evaluasi kebijakan KLA 

oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 
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Fokus dari studi ini meninjau sejauh 

mana proses evaluasi mampu 

memastikan perlindungan anak dari 

tindak kekerasan berjalan efektif di 

tingkat daerah dalam kerangka tata 

kelola pemerintahan pusat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Evaluasi kebijakan memainkan 

peran krusial dalam memberikan umpan 

balik sekaligus menjadi penanda 

terhadap seluruh stakeholder dan 

organisasi mengenai apa yang terjadi 

dan apa yang harus dilakukan (Fischer 

et al., 2007). 

Handoyo (2012) 

mengidentifikasi beberapa karakteristik 

unik yang membedakan evaluasi 

kebijakan dari metode analisis 

kebijakan lainnya, diantaranya 

menegaskan posisinya sebagai 

instrumen vital dalam tata kelola 

kebijakan. Pertama, fokus nilai 

berupaya menentukan manfaat atau 

utilitas sosial suatu kebijakan, termasuk 

menilai kelayakan tujuan dan 

sasarannya itu sendiri. Kedua, 

interdependensi fakta-nilai 

menunjukkan bahwa klaim evaluatif 

bergantung pada keterkaitan bukti 

empiris dan pertimbangan nilai, 

memastikan kebijakan tidak hanya 

menghasilkan nilai tetapi juga 

merupakan konsekuensi aktual dari 

upaya pemecahan masalah. Ketiga, 

orientasi masa kini dan masa lalu berarti 

evaluasi bersifat retrospektif dan 

berfokus pada hasil yang telah tercapai, 

membedakannya dari proyeksi masa 

depan. Keempat, dualitas nilai 

menegaskan bahwa nilai-nilai 

pendukung evaluasi memiliki kualitas 

ganda sebagai tujuan dan cara, yang 

tersusun dalam hierarki merefleksikan 

kepentingan relatif antara tujuan dan 

sasaran kebijakan. 

Sebagai luaran dari proses 

evaluasi suatu kebijakan, pernyataan 

evaluatif dapat diinterpretasikan secara 

analitis berdasarkan beberapa dimensi 

yang saling terkait baik dari segi 

substansi maupun kerangka 

kelembagaannya. Hal ini melibatkan 

identifikasi apakah penilaian yang 

dirumuskan merujuk pada relevansi 

tujuan Rencana Aksi (Political 

Administrative Programmes), dampak, 

dan/atau hasil (effectiveness). Lebih 

lanjut, perlu dinilai apakah dampak 

akhir yang dihasilkan merefleksikan 

sumber daya yang telah diinvestasikan 

(efficiency). Dimensi analisis tersebut 

berperan krusial untuk menyoroti sejauh 

mana suatu kebijakan tersebut benar-

benar dievaluasi secara komprehensif. 

Tujuannya adalah untuk menghindari 

ambiguitas yang kerap terjadi antara 

keluaran (outputs), efek antara dampak 

(impacts), dan efek akhir (outcomes) 

(Knoepfel et al., 2007) 
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Gambar.1 Kerangka Model Evaluasi 

Kebijakan 

Sumber: Knoepfel et al., 2007 

 

Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) dikonseptualisasikan sebagai 

sistem pembangunan terintegrasi yang 

menjamin pemenuhan hak anak dan 

perlindungan khusus anak yang 

dilakukan secara terencana, 

menyeluruh, dan berkelanjutan 

(Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak  Republik Indonesia, 2022). 

Mengingat upaya pemenuhan hak anak 

dan perlindungan khusus anak sejatinya 

tanggung jawab seluruh pihak, tidak 

hanya pemerintah sebagai 

penyelenggara negara, namun juga 

kolaborasi yang kuat oleh berbagai 

pemangku kepentingan, masyarakat, 

serta lembaga swadaya masyarakat. 

Maka dari itu inisiasi kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak hadir 

dalam rangka membangun kesadaran 

kolektif antar multisektoral melalui 

otonomi daerah untuk memastikan 

kemudahan akses terhadap layanan 

perlindungan anak, memberikan 

pendidikan, pendampingan, dan 

peningkatan dukungan terhadap 

keluarga dan masyarakat, serta sejalan 

dengan wujud kontribusi Indonesia 

terhadap komunitas global dalam 

mendukung Gerakan dunia layak anak 

(World fit for children) (Azijah & 

Kartini, 2024). 

Dalam rangka menjamin 

komitmen tersebut, pemerintah 

menyusun dan menetapkan Peraturan 

Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak 

dengan subtansi memuat pedoman 

penyelenggaraan KLA khususnya bagi 

pemerintah daerah, K/L, dan provinsi 

dalam mempercepat terwujudnya 

Indonesia Layak Anak (IDOLA). 

Terdapat 24 indikator yang 

terklasifikasi dalam 5 klaster 

Kabupaten/Kota Layak Anak 

digunakan sebagai variabel dalam 

mengukur implementasi pemenuhan 

hak anak dan perlindungan anak di 

daerah, mencakup: 1. Penguatan 

kelembagaan KLA; 2. Pemenuhan hak 

sipil dan kebebasan; 3. Penguatan 

llingkungan keluarga dan pengasuhan 

alternatif; 4. Pemenuhan hak kesehatan 

dasar dan kesejahteraan anak; 5. 

Pemenuhan hak anak atas pendidikan, 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 

budaya; serta 6. Memastikan pelayanan 

bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus. 

 

METODE 

Studi ini menggunakan metode 

kualitatif untuk menggali makna 

berdasarkan data yang ditemukan di 

lapangan (Sugiyono, 2017). Data 
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dikumpulkan melalui pengamatan 

langsung, wawancara, serta studi 

dokumen, foto/video, atau berita resmi 

yang dapat mendukung eksplorasi 

proses evaluasi KLA oleh KemenPPPA. 

Teknik analisis data dibangun 

berdasarkan pengamatan pada 

instrumen-instrumen pengumpulan data 

secara terus menerus hingga 

menghasilkan data jenuh, penulis 

mengadopsi analisis data Miles & 

Huberman (1984) dengan 3 teknik: 

Data Reduction, Data Display, dan 

Conclusion. Untuk mengukur 

keakuratan data yang diperoleh, penulis 

mengadopsi teknik triangulasi dari 

berbagai sumber, cara, dan waktu 

((Sugiyono, 2017) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Relevansi (Objectives/Public 

Problem) 

Indikator relevansi dalam 

evaluasi kebijakan secara fundamental 

mengkaji korespondensi aktual antara 

tujuan yang ditetapkan dalam rencana 

aksi kebijakan dengan karakteristik 

serta tekanan dari isu publik yang 

hendak diselesaikan (Knoepfel et al., 

2007). Dalam konteks proses evaluasi 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 

oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KemenPPPA), aspek relevansi 

tercermin secara eksplisit pada tahapan 

Evaluasi Mandiri (EM).  

Evaluasi mandiri atau disebut 

dengan penilaian mandiri merupakan 

tahapan yang dilakukan untuk 

mengetahui status KLA masing-masing 

Kabupaten/Kota sebelum memulai 

penyelenggaraan KLA. Tujuan dari 

evaluasi mandiri adalah untuk aspek 

administratif, kapabilitas sumber daya, 

identifikasi kebutuhan spesifik yang 

belum terpenuhi, hingga proyeksi 

kendala-kendala potensial yang 

mungkin menghambat penyelenggaraan 

KLA di tingkat lokal (Permen PPPA 

No. 12 Tahun 2022). 

Periode evaluasi mandiri (EM) 

dilakukan secara terjadwal berdasarkan 

pada kurun waktu yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat. Apabila batas 

waktu yang ditetapkan berakhir, akses 

terhadap situs akan terkunci secara 

otomatis bagi seluruh Kabupaten/Kota. 

Mekanisme penguncian data 

diimplementasikan untuk 

mengantisipasi segala bentuk 

perubahan atau modifikasi data yang 

telah diinput sebelumnya, serta untuk 

menjaga integritas dan validitas hasil 

evaluasi mandiri, yang selanjutnya 

berfungsi sebagai basis data esensial 

dalam proses peninjauan dan verifikasi 

lanjutan oleh KemenPPPA.  

Secara operasional, pelaksanaan 

evaluasi mandiri terintegrasi dalam 

platform berbasis situs yang 

memberikan akses secara eksklusif 

kepada pihak berwenang pemerintah 

Kabupaten/Kota. Proses penginputan 

data pada evaluasi mandiri didasarkan 

pada 24 (dua puluh empat) indikator 

KLA, yang mencakup kelembagaan dan 

5 (lima) klister KLA. Pasca proses 

penginputan data dengan akurat, secara 
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otomatis sistem akan menghasilkan skor 

dalam rentang numerik 0 hingga 1.000, 

yang merepresentasikan tingkat 

kesiapan daerah (Keputusan Menteri 

PPPA Nomor 24 Tahun 2024).  

Pengumpulan data mandiri ini 

secara langsung merefleksikan 

korespondensi antara tujuan program 

KLA dengan sifat dan distribusi 

masalah perlindungan dan pemenuhan 

hak anak di lapangan, sehingga 

memungkinkan KemenPPPA untuk 

menilai apakah tujuan kebijakan telah 

merespons secara akurat isu anak yang 

menjadi target penyelesaian. Evaluasi 

relevansi melalui tahap ini menjadi 

landasan untuk mengidentifikasi 

potensi kesenjangan pada perumusan 

tujuan antara kebijakan yang dirancang 

dengan realitas permasalahan yang 

dihadapi anak-anak di tingkatan lokal. 

2. Dampak (Testing The Intervention 

Hypothesis) 

Dampak merupakan indikator 

esensial dalam evaluasi kebijakan yang 

menganalisis keselarasan antara 

dampak terpicu dengan perencanaan 

kebijakan, atau apakah kebijakan 

tersebut efektif 'melakukan sesuatu' 

dengan mengukur keselarasan tujuan 

normatif dan perilaku kelompok sasaran 

(Knoepfel et al., 2007). Dalam kerangka 

evaluasi KLA, indikator dampak 

terefleksikan dalam tahapan Verifikasi 

Lapangan Hybrid (VLH). Hal ini 

dikarenakan tujuan dari VLH dalam 

proses Evaluasi KLA adalah untuk 

menilai keselarasan dampak dan 

implementasi kebijakan/program yang 

mendukung pemenuhan hak dan 

perlindungan anak di daerah (Redaksi, 

2025).  

Verifikasi lapangan dalam 

proses evaluasi KLA merupakan 

penilaian yang dilakukan oleh tim pusat, 

terdiri dari tim independen Kemen 

PPPA dan perwakilan 

Kementerian/Lembaga. Proses 

penilaian biasanya dilakukan dengan 

verifikasi secara langsung ke daerah, 

yang melibatkan Pemerintah Daerah 

Kab/Kota, layanan Pemenuhan Hak 

Anak & layanan Perlindungan Khusus 

Anak, serta perwakilan komunitas anak 

(Forum Anak). Hal ini dilakukan guna 

memastikan bahwa dokumen evidence 

yang dilampirkan oleh Kab/Kota pada 

tahapan Evaluasi Mandiri (EM) dan 

Verifikasi Administrasi (VA) sejalan 

dengan realitas yang ada, serta 

memberikan kesempatan kepada 

Kab/Kota untuk menjawab/klarifikasi 

terhadap evidence tertentu yang dinilai 

menimbulkan ambiguitas oleh tim 

evaluator pusat. Kemudian, tim 

evaluator Provinsi akan ikut 

mendampingi proses Verifikasi 

Lapangan (VL), namun tidak terlibat 

dalam memberikan penilaian. Adapun 

alur pelaksanaan VLH pasca EM dan 

VA sebagaimana tertuang pada gambar 

4.6. 
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Gambar.2 Alur Penyelenggaraan 

Evaluasi KLA 2025 Pasca EM dan VA 

Sumber: KemenPPPA, 2025. 

 

Berbeda dari tahun sebelumnya 

yang dilakukan secara luring, proses 

verifikasi lapangan (VL) pada evaluasi 

KLA Kab/Kota tahun 2025 dialihkan 

secara Hybrid, salah satu faktornya 

adalah upaya efisiensi. Pelaksanaan 

Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) 

berlangsung sejak 14 April 2025 hingga 

23 Juni 2025 yang melibatkan 17 jajaran 

K/L dengan rangkaian agenda meliputi: 

Pembacaan child safeguarding; 

Pemaparan program KLA oleh Ketua 

Gugus Tugas KLA; Proses verifikasi 

lapangan yang berjalan secara pararel 

(verifikasi evaluasi KLA 2025 dengan 

Tim Gugus Tugas KLA; Forum Anak; 

dan Layanan Pemenuhan Hak Anak & 

Perlindungan Khusus Anak melalui 

virtual tour secara langsung); Serta sesi 

tanya jawab verifikasi lapangan hybrid. 

Secara khusus, fokus dalam proses VLH 

ini adalah memastikan bahwa 

pandangan, suara, pendapat, dan 

aspirasi anak mendapatkan perhatian 

serius dan dipertimbangkan baik untuk 

memberikan masukan mengenai 

bagaimana tanggapan mereka atas 

jalannya pelaksanaan KLA yang 

dilakukan para pemangku kepentingan 

anak, maupun anak yang terlibat dan 

dilibatkan langsung dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan. Salah satu output 

yang dihasilkan dalam proses ini adalah 

laporan tentang verifikasi lapangan 

hybrid yang disusun oleh tim evaluator 

pusat sebagai catatan sekaligus 

simpulan dari rangkaian agenda yang 

telah dilakukan sebelumnya.  

 
Gambar.3 Format Laporan Tentang 

VLH Tahun 2025 oleh Tim Evaluator 

Pusat 

Sumber: KemenPPPA, 2025. 

Pasca-pelaksanaan verifikasi 

lapangan hybrid, setiap Kabupaten/Kota 

diberikan kesempatan maksimal 3 (tiga) 

hari kerja untuk memperbaiki atau 

melengkapi evidence yang telah 

dikumpulkan dalam 1 (satu) situs yang 

telah dipersiapkan oleh tim evaluator 

pusat. Kabupaten/Kota dapat 

memanfaatkan waktu ini untuk 

mengunggah evidence tambahan, 

seperti memperbaiki atau melengkapi 

dokumen yang sebelumnya belum 

terpenuhi, sebagaimana sesuai dengan 

rekomendasi atau catatan dari tim 
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evaluator pusat selama proses VLH. 

Fleksibilitas ini diberikan untuk 

mengakomodasi dinamika 

pengumpulan data di lapangan dan 

mendorong partisipasi aktif pemerintah 

daerah dalam mencapai peningkatan 

standar KLA. 

Proses ini menjadi indikator 

langsung dari dampak kebijakan KLA 

di tingkat paling substansial, yaitu 

perubahan kondisi dan partisipasi anak. 

Upaya ini merefleksikan pengujian 

empiris terhadap hipotesis intervensi 

kebijakan, apakah telah menghasilkan 

perubahan perilaku dan kondisi yang 

diharapkan pada kelompok sasaran 

(anak) dengan penerapan perspektif 

kausal untuk merekonstruksi hubungan 

sebab-akibat yang jelas antara 

implementasi suatu kebijakan. 

3. Efektivitas (Testing The Casual 

Hypothesis) 

Indikator Efektivitas dalam 

evaluasi kebijakan, menganalisis 

hubungan kausal antara intervensi yang 

dirancang dengan dampak yang 

termanifestasi dalam realitas sosial, 

serta sejauh mana suatu kebijakan 

berkontribusi pada pencapaian tujuan 

yang ditetapkan. Dalam konteks 

evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 

dimensi efektivitas ini 

termanifestasikan pada proses 

Verifikasi Administrasi (VA) yang 

dilaksanakan pada tingkatan Provinsi.  

Pada proses ini, tim evaluator 

yang merupakan representasi dari 

Gugus Tugas KLA Provinsi atau tim 

khusus yang dibentuk oleh perangkat 

daerah Provinsi bertanggung jawab 

untuk meninjau kelengkapan dan 

kesesuaian dokumen yang telah 

diunggah oleh Kabupaten/Kota selama 

proses EM. Penilaian VA didasarkan 

pada kriteria kelengkapan dokumen 

yang telah ditetapkan dan secara 

eksplisit dijabarkan dalam sesi 

pendampingan yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KemenPPPA). 

Sebagai prasyarat, KemenPPPA 

menetapkan ambang batas bagi 

Kabupaten/Kota untuk wajib mencapai 

skor EM minimal 500 untuk dapat 

melanjutkan ke tahapan VA. Namun, 

secara umum proses VA seringkali 

merefleksikan hasil skor tersendiri, 

yang berpotensi berbeda dari skor EM 

diperoleh sebelumnya. Potensi ini 

sangat menjadi esensial karena variasi 

pemahaman setiap Provinsi terkait 

dinamika dan perkembangan KLA di 

setiap Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, 

untuk menjamin akurasi data yang 

diinput dan memitigasi ketimpangan 

antara laporan dan realitas, tim 

evaluator Provinsi dianjurkan untuk 

melakukan kunjungan lapangan secara 

acak ke sejumlah Kabupaten/Kota. 

Kunjungan ini dilakukan sebagai 

mekanisme verifikasi untuk 

memastikan konsistensi antara data 

yang tercatat atau kondisi real di 
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lapangan dengan substansi dokumen 

KLA yang telah diunggah oleh 

pemerintah daerah terkait.  

 Setelah proses Verifikasi 

Administrasi telah dilakukan, tim 

evaluator dari Provinsi bertanggung 

jawab untuk menyusun dan 

menyampaikan laporan hasil VA 

kepada Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

sebagai basis data lanjutan dalam proses 

penilaian berikutnya. Berdasarkan 

laporan hasil VA 2025 yang diperoleh 

KemenPPPA, terdata sebanyak 15,7% 

atau 73 Kab/Kota tidak lolos Verifikasi 

Administrasi; 24,5 % atau 114 

Kab/Kota Lolos Verifikasi Administrasi 

dan tidak memerlukan Verifikasi 

Lapangan; serta 59,8% atau 278 

Kab/Kota Lolos Verfikasi Administrasi 

dan membutuhkan Verifikasi Lapangan 

dari seluruh 465 Kabupaten/Kota yang 

tercatat sebagai peserta KLA. Adapun 

kualifikasi dari Kabupaten/Kota yang 

akan dilakukan peninjauan Verifikasi 

Lapangan, antara lain: 

1. Kabupaten/Kota yang naik 1 s.d 

3 peringkat dari evaluasi 

sebelumnya (EM) 

2. Kabupaten/Kota yang turun 1 

peringkat dari evaluasi 

sebelumnya  

3. Afirmasi terhadap wilayah 

ujung timur dan barat yang 

memiliki nilai di ambang batas 

 

 
Gambar.4 Data Hasil Laporan 

Verifikasi Administrasi oleh Provinsi 

yang telah diolah KemenPPPA 

Sumber: KemenPPPA, 2025 

 

Meskipun tujuan proses 

Verifikasi Administrasi secara eksplisit 

adalah pemenuhan administratif, 

relevansi indikator efektivitas terletak 

pada perannya dalam pengujian tidak 

langsung terhadap hipotesis kausal. 

Potensi divergensi skor (kuantitatif) 

yang substansial antara Evaluasi 

Mandiri (EM) dan VA, dengan anjuran 

bagi tim evaluator Provinsi untuk 

melakukan kunjungan lapangan secara 

acak, secara implisit menguji asumsi 

bahwa kelengkapan dan akurasi 

administrasi merupakan prediktor kuat 

bagi kualitas implementasi KLA di 

lapangan. Mekanisme ini secara 

argumentatif dirancang untuk 

memitigasi ketidaksesuaian antara data 

yang dilaporkan dan kondisi aktual di 

daerah, sehingga memastikan bahwa 

upaya administratif yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah selaras pada 

pemenuhan indikator standar KLA yang 

diharapkan.  

4. Efisiensi (Outcomes/Resources) 

Indikator efisiensi dalam 

evaluasi kebijakan mengkaji hubungan 

krusial antara sumber daya yang 
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diinvestasikan dengan dampak yang 

berhasil dicapai , pada dasarnya 

menggambarkan rasio biaya-manfaat 

suatu kebijakan. Dalam konteks 

evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA), kriteria efisiensi ini secara 

signifikan terefleksi pada proses 

Penetapan Nilai. Tahap ini, berfungsi 

sebagai titik balik di mana seluruh 

investasi sumber daya dari tahapan 

sebelumnya (Evaluasi Mandiri, 

Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi 

Lapangan Hybrid) dielaborasi menjadi 

outcome yang terukur. Proses 

komparasi ini tidak hanya sekadar 

penentuan peringkat KLA, namun 

merupakan evaluasi efisiensi secara 

implisit, di mana output atau outcome 

berupa peningkatan peringkat KLA atau 

progres daerah dinilai relatif terhadap 

sumber daya yang telah dilakukan untuk 

seluruh proses evaluasi.  

Pada proses penetapan nilai, 

dilakukan oleh tim evaluator pusat 

sebagaimana mengacu pada paduan 

Keputusan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 97 Tahun 2024 tentang 

Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota 

Layak Anak di Tingkat Provinsi. Tidak 

jauh berbeda seperti proses-proses 

sebelumnya, penilaian kuantitatif VLH 

sangat berpotensi menunjukkan 

perbedaan signifikan dari nilai Evaluasi 

Mandiri (Nilai EM) dan Verifikasi 

Administrasi (Nilai VA). 

Tim evaluator pusat akan 

mengkompilasi dan mengklasifikasikan 

hasil asesmen berdasarkan lingkup 

provinsi, dengan melakukan komparasi 

antara nilai VLH, EM, dan VA. Lebih 

lanjut, asesmen ini akan 

membandingkan hasil penilaian 

evaluasi KLA tahun 2025 dengan 

Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 

2023 dan Peringkat KLA tahun 2023. 

Komparasi ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran komprehensif 

mengenai peningkatan KLA di masing-

masing kabupaten/kota, sekaligus 

sebagai basis identifikasi progres dan 

area pengembangan. 

Gambar.5 Format Laporan 

Penilaian Kuantitatif dan Komparasi 

Sumber: KemenPPPA, 2025 

Hasil temuan selama proses 

evaluasi KLA (EM, VA, dan VLH) 

akan dipresentasikan dalam sesi 

konsinyasi yang difasilitasi oleh tim 

pusat. Konsinyasi ini akan melibatkan 

seluruh anggota tim VL, termasuk 

representasi dari K/L terkait, guna 

mendiskusikan hasil VL secara inter-

tim. Proses ini krusial dalam 

menentukan kabupaten/kota yang akan 

maju ke tahapan Verifikasi Final. 

Tahapan Verifikasi Final 

merupakan fase kedua dalam siklus 

evaluasi KLA yang dilaksanakan secara 

internal oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Pada tahap ini, 
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KemenPPPA menetapkan peringkat 

definitif dari 465 Kabupaten/Kota yang 

telah melalui serangkaian proses 

evaluasi KLA. Hasil akhir penetapan 

peringkat ini akan dipublikasikan & 

diumumkan secara resmi pada 

rangkaian peringatan Hari Anak 

Nasional, bersamaan dengan 

penganugerahan penghargaan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). 

 
Gambar.6 Kategori Peringkat KLA 

berdasarkan Nilai Kuantitatif Proses 

Evaluasi KLA Keseluruhan 

Sumber: KemenPPPA, 2025 

Dalam konteks evaluasi 

kebijakan KLA, meskipun orientasi 

efisiensi secara implisit berpusat pada 

efisiensi moneter, proses penetapan 

nilai secara substantif memiliki 

kapabilitas krusial untuk 

mengidentifikasi tingkat efisiensi dari 

seluruh tahapan proses evaluasi yang 

telah dilakukan. Identifikasi efisiensi ini 

secara signifikan berkontribusi pada 

peninjauan komprehensif atas progres 

dan pengidentifikasian area-area krusial 

untuk pengembangan kebijakan dan 

program Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA). Dengan demikian, analisis 

efisiensi ini menjadi indikator vital 

dalam menentukan apakah investasi 

sumber daya telah menghasilkan 

dampak yang proporsional, dan 

substansial selaras dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

5. Ekonomi Produktif 

(Output/Resources) 

Indikator ekonomi produktif, 

umumnya dinilai berdasarkan 

pertimbangan manajerial, mengukur 

hubungan antara keluaran kebijakan 

(output) dengan sumber daya yang 

diinvestasikan, indikator ini berfokus 

pada analisis proses implementasi 

administratif dan biaya langsung. 

Dalam konteks evaluasi 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), 

dimensi ekonomi produktif dapat 

dikorelasikan pada proses 

Pendampingan.  

Sebagai regulasi turunan dari 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak dan 

mandat dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2017 mengenai 

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

yang dielaborasi dalam Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Layak Anak, 

dijelaskan bahwa “Pemerintah Pusat 

yang diwakili oleh Kemen PPPA 

sebagai pemegang mandat KLA 

memberikan penguatan dan 

pendampingan kepada Pemerintah 

Daerah untuk penyelenggaraan KLA. 

Untuk memberikan panduan teknis bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dalam menyelenggarakan KLA dan 
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Pemerintah Daerah Provinsi selaku 

perpanjangan tangan Pemerintah Pusat 

dalam pendampingan dan Evaluasi 

KLA”.   

Proses Evaluasi KLA diawali 

dengan agenda Penguatan, 

Pendampingan, dan Bimbingan Teknis 

oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

kepada Pemerintah Provinsi dan 

Kab/Kota untuk memastikan terkait 

tugas, fungsi, dan tanggung jawab 

Pemerintah dalam mengevaluasi 

penyelenggaraan KLA. Rangkaian 

kegiatan yang mencakup: 1. 

Memberikan pengenalan dan simulasi 

praktis secara komperhensif kepada 

Kab/Kota terhadap situs/kanal website 

yang berkaitan dengan proses evaluasi; 

dan 2. Kesempatan kepada Provinsi 

untuk menjalankan peran sebagai 

Verifikator Administrasi dalam proses 

Evaluasi KLA, yang bertujuan untuk 

memastikan perangkat daerah Provinsi 

yang melakukan evaluasi memahami 

kriteria untuk menilai kelengkapan 

dokumen yang akan diunggah oleh 

Kabupaten/Kota dalam proses Evaluasi 

Mandiri. 

Meskipun proses pendampingan 

merupakan fase awal yang berorientasi 

pada penguatan kapasitas, dan investasi 

sumber daya, tahapan ini memiliki 

tujuan untuk menghasilkan output 

krusial berupa peningkatan pemahaman 

dan kapabilitas teknis bagi pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Peningkatan kapasitas ini merupakan 

prasyarat esensial untuk memastikan 

bahwa data dan dokumen yang akan 

diunggah pada tahapan Evaluasi 

Mandiri (EM) maupun Verifikasi 

Administrasi (VA) diproses secara 

akurat dan efisien. Dengan demikian, 

proses pendampingan berfungsi sebagai 

investasi awal yang produktif, 

memastikan bahwa sumber daya yang 

dialokasikan di awal akan menghasilkan 

keluaran administratif yang berkualitas 

dan meminimalisir kekeliruan pada 

tahap lanjutan, sehingga menjamin 

efisiensi dalam perolehan data dan 

laporan evaluasi secara keseluruhan. 

 

KESIMPULAN 

Proses evaluasi kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 

oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

merupakan langkah strategis yang 

terintegrasi dalam komitmen nasional 

terhadap pemenuhan hak dan 

perlindungan anak menuju Indonesia 

Layak Anak (IDOLA) 2030. Analisis 

ini secara sistematis mengadopsi 

pendekatan Evaluasi Kebijakan dari 

Hill et al. (2007), dengan 5 (lima) 

indikator: Relevansi, Dampak, 

Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomi 

Produktif. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa tahapan Evaluasi Mandiri (EM) 

merefleksikan indikator relevansi 

kebijakan; Proses Verifikasi Lapangan 

Hybrid (VLH) menggambarkan 

dampak yang dihasilkan; Indikator 

efektivitas teruji pada Verifikasi 

Administrasi (VA) yang memastikan 

kesesuaian administratif; sementara 
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efisiensi tercermin dalam proses 

Penetapan Nilai; dan indikator ekonomi 

produktif tercermin dari proses 

Pendampingan. Pada implementasinya, 

proses evaluasi kebijakan KLA  

menghadapi sejumlah tantangan seperti 

peralihan pendekatan pada tahapan 

VLH dari luring ke metode hybrid yang 

membatasi kapabilitas observasi dan 

verifikasi data secara komprehensif di 

lapangan, serta kurangnya komitmen 

pemerintah daerah terhadap proses 

evaluasi dan implementasi kebijakan 

KLA. Dalam mengatasi hal tersebut, 

KemenPPPA mengintensifkan 

mekanisme verifikasi dan validasi bukti 

dukung, termasuk implementasi sistem 

validasi silang (cross-validation) dan 

mengupayakan pengembangan protokol 

verifikasi hybrid yang lebih presisi dan 

terstruktur. 
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